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PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.G/2025/PA Una.

)ty :
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang
dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kendari, 16
Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat
kediaman di Desa Tondowatu Kecamatan Motui
Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara,
domisili elektronik dillapuspita2906 @gmail.com
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kendari, 14
April 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
JI. Singa Maraja, Lorong Mutiara, Kelurahan
Anggoeya, Kecamatan Poasia Kota Kendari,
Sulawesi  Tenggara, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025
yang terdaftar secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Unaaha pada tanggal 8 Januari 2025 dengan register perkara Nomor
18/Pdt.G/2025/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan
Agama Motui berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 24
Agustus 2023 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki
hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten
Konawe Utara, dan pada tahun 2022 pindah dan menetap di Kelurahan
Anggoeya, Kecamatan Kecamatan Poasia Kota Kendari.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
keturunan 1 (satu) orang anak yang Bernama:

J NAMA ANAK lahir di Kendari tanggal 29 Juni 2022

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan
harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
bermula pada bulan Juli tahun 2022 yang disebabkan:

- Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain

- Tergugat Selalu mabuk-mabukan

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan menyimpan

sendiri penghasilannya
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian
puncaknya pada bulan November Tahun 2023 yang kronologis
kejadiaannya adalah Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
yang di sebabkan Penggugat mendapati Video Tergugat yang lagi
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berciuman dengan wanita lain, yang mengakibatkan Penggugat pergi
meninggalkan rumah hingga sekarang;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut
menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal Bersama,
sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa
Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat di
Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Kecamatan Poasia Kota Kendari;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang
tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan
rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik
untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan
bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor :
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18/Pdt.G/2025/PA.Una yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut melalui surat tercatat, namun dalam surat panggilan
yang dibawa oleh Petugas Pos, menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak jelas
serta tidak ditemukan;

Bahwa setelah mendengar penjelasan Majelis Hakim, Penggugat

menyatakan akan mencabut surat gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat memohon agar diperkenankan untuk
mencabut gugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama
Unaaha  tanggal 06  Januari 2025 dengan register  nomor
18/Pdt.G/2025/PA.Una. tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang
sehingga tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut
perkaranya tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang
dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana tersebut di atas;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sebagaimana
termuat dalam surat panggilan bahwa alamat Tergugat tersebut tidak dikenal;

Menimbang, pada persidangan tanggal 15 Januari 2025 Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat menyatakan akan
mencari alamat Tergugat yang jelas dan benar, sehingga Majelis Hakim
memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, dimohonkan
oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan
adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan
berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk
mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai
dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka
biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan
dengan perkara ini;

Amar Penetapan
MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
18/Pdt.G/2025/PA.Una dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab
1446 Hijriah, oleh Sudirman M, S.HIL, M.E. sebagai Ketua Majelis, Dita
Wardhani Muntalib, Lc., M.H. dan Nurul Aini, S.HI. sebagai Hakim Anggota
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dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Susanty Husain,
S.H.l.,, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD
Sudirman M, S.HI., M.E.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
TTD TTD
Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD
Susanty Husain, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp19.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA Una.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



